
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 79 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 
PA A DINAS SO SIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERE NCANA, 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

Menim ang 

Menging t 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) 
Peraturan Bupati Tas ikmalaya Nomor 39 Tahun 202 1 ten tang 
Kedudukan , Susu nan Organisasi, Tugas dan Fungs i Perangkat 
Daerah, er u menetapkan Peraturan Bupa ti ten tang 
Pemben u an, Su unan Organisa s i, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Unit Pelaksana Teknis Daera h Perlin dungan Perempuan 
d an Anak p da Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk , Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan d an Perlindun gan Anak; 

1. Un dang-Un ang Nomor 14 Tahun 19 50 tentang Pem bentukan 
Daerah -Daera h Ka bupaten Dalam Lingkun gan Propinsi Djawa 
Barat (B rita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), 
sebagaimana telah diubah dengan Un dang-Un dang Nomor 4 
Tahun 19 68 ten tang Pembentukan Kabu paten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 ahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 



Menetapkan 
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2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan 
Lemba ran Nega ra Republik In donesia Nom or 640 2); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nom or 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hu kum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
20 16 Nomor 1); 

5 . Pera turan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
201 6 tentang Urusan Pemerintaha n yang m enjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasik m alaya Tahun 20 16 
Nomor 3); 

6 . Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentu kan dan Susu nan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ta sikmalaya 
Tahun 20 16 Nomor 7) sebagaimana telah d iubah beberapa 
kali, terakhir dengan Pera tu ran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 202 1 ten tang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tah u n 201 6 ten tang Pem bentu kan dan Su sunan Perangkat 
Da erah (Lem baran Daera h Kabupa ten Tasikm alaya Tahun 
2021 Nom or 3); 

7. Peraturan Bupati Ta s ikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
Kedu dukan, Su sunan Organis a s i, Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah (Berita Daera h Kabu paten Tasikmalaya 
Tahu n 202 1 Nomor 39); 

8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2021 ten tang 
Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Beren cana, Pem berdayaan Perempuan dan 
Perlindungan An a k (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 55). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN 
DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, 
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
3. Dinas adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya. 

4. Kepala adalah Kepala Dinas Sosial, Pengend a lia n Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perem puan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Tasikmalaya. 

5. Un it Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang 

selanjutnya disebu t UPTD PPA a dalah Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlin dungan Perempuan dan An ak pada Dinas Sosial, Pengen dalian 

Pen duduk, Keluarga Berencana, Pem berdayaan Perempuan dan Perlin dungan 
Anak Kabupaten Tasikmalaya. 

6. Kepa la Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD 
adalah Kepala Unit Pelaksana Tekn is Daerah Perlindu ngan Perem puan dan 
Anak pada Dinas Sosial, Pengendalia n Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupa ten Tasikmalaya 
sesu ai dengan wilayah kerjanya .. 

7 . Kelom pok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri s ipil yang 
melaksanakan tu ga s, ta n ggun g jawab, wewenang dan hak yang didasarkan 
pada keahlian dan/ atau keterampilan terten tu yang bersifat mandiri. 

BAB I 
PEMBENTUKAN 

Pasal2 

(1) Dengan Peraturan Bu pa ti ini dibentu k UPTD Perlindungan Perempuan dan 

Anak Kela s A pada Dinas Sosial, Pen gen d a lian Pendu duk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindun gan Anak Kabupaten 

Tasikmalaya. 

(2) Wilayah kerjanya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan 

Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a. UPTD PPA Singaparna, meliput i Kecamatan Singaparna, Kecamatan 

Mangunreja, Kecamatan Sariwangi, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan 

Padakembang, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Sukaratu, dan 

Kecamatan Cigalontang; 

b. UPTD PPA Taraju, meliputi Kecamatan Taraju, Kecamatan Sodonghilir, 

Kecamatan Bojonggambir Kecamatan Puspahiang, dan Kecamatan Salawu; 

c. UPTD PPA Manonjaya, meliputi Kecamatan Manonjaya, Kecamatan Cineam, 

Kecamatan Karangjaya, Kecamatan Gunungtanjung; 
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d. UPTD PPA Ciawi, meliputi Kecamatan Ciawi, Kecamatan Kadipaten , 

Kecamatan Sukahening, Kecamatan Rajapolah, Kecamatan Jamanis, 

Kecamatan Cisayong, Kecamatan Sukaresik dan Kecamatan Pagerageung; 

e. UPTD PPA Karangnunggal, meliputi Kecamatan Karangnunggal, Kecamatan 
Bantarkalong, Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Bojongasih dan 

Kecamatan Culamega; 
f. UPTD PPA Cikatomas, meliputi Kecamatan Cikatomas, Kecamatan Salopa, 

Kecamatan Pancatengah, Kecamatan Cikalong dan Kecamatan 

Parungponteng;dan 
g. UPTD PPA Sukaraja, meliputi Kecamatan Sukaraja, Kecam atan Cibalong, 

Kecamatan Tanjungjaya da n Kecama tan J atiwara s. 

BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, 

Bagian Kesatu 
Kedu dukan 

Pasal3 

(1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1 ) merupakan un sur 

pelaksana teknis operasional Din as dalam memberikan pelayanan terhadap 

perempuan dan anak korban tindakan kekerasan di wilayah keIjanya . 
(2) UPTD PPA sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala 

UPTD yang berada di bawah dan bertanggun g jawab kepada Kepala Dinas. 

Bagian Kedua 

Tugas 

Pasal4 

UPTD PPA sebagaimana dim aksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyru tugas 
melaksanaka n sebagian tu ga s Dinas di lapanga n da lam memberikan pelayanan 
cepat, tepat dan terpadu terhadap p erempuan dan anak korban tindakan 
kekerasan. 

Bagian Ketiga 
Fungsi 

Pasal 5 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD PPA 

mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan terhadap perempuan dan 

anak korban tindakan kekerasan; 
b. Pelaksanaan urusan kesekretariatan UPTD PPA; 
c. Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas dan lembaga lain dalam pelayanan 

terhadap perempuan dan anak korban tindakan kekerasan; dan 
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala. 
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BABIV 
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal6 

(1) Susunan Organisasi UPI'D PPA terdiri atas: 
a. Kepala UPI'D; 
b. Subbagian Ta ta Usaha; dan 
c. Ke1ompok J abatan Fungsional. 

(2) Bagan struktur organisasi UPI'D PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantu m dalam Lampiran. 

Bagian Kedua 
Kepegawaian 

Paragraf 1 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal7 

(1) Kepala UPI'D sebagaimana d imaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat 
dan diberhentikan oleh Bupati atas u sul K pa la Dinas. 

(2) Pejaba t pelaksana danl atau pejab a t fungsional di lingkungan UPTD PPA 
diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesu ai dengan 
peratu ran perun dang-u n dangan. 

(3) Keten tuan lain m engen ai kepegawaian dia tur sesuai dengan peraturan 
perun da ng-undangan. 

Paragraf2 
Eselon 

Pasa1 8 

(1) Kepala UPI'D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 
merupakan jabatan s truktural ese10n IV.a. 

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dim aksud dalam Pasal 6 ayat (1) 

huruf b merupakan jabatan struktural ese10n IV.b. 

BABV 
RINCIAN TUGAS UNIT 

Bagian Kesatu 
Kepala UPI'D 

Pasal9 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas 
pokok melaksanakan pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas 
dan fungsi UPTD PPA di lapangan dalam memberikan pelayanan cepat, tepat 

dan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindakan kekerasan dalam 
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rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang rentan 
terhadap tindak kekerasan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi : 

a. Melaksanakan penyediaan informasi yang diperlukan dalam upaya 

pemulihan perempuan dan anak yang yang berbasis gender; 

b. Melaksanakan penanganan pengaduan dan pendampingan perempuan dan 
anak korban kekerasan; 

c . Melaksanakan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan 
konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan; 

d. Melaksanakan fasilita s i rehabilitasi so s ial bagi perem puan dan anak korban 
kekera san; 

e . Melaksanakan mediasi dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak 
korbankekera san; 

f. Melaksanakan pemulangan dan rein tegrasi sosial bagi perempuan dan anak 
korban kekerasan; 

g. Melaksanakan kesekretariatan pad a UPTD PPA; 

h. Melaksanakan pengelolaan keuangan UPTD PPA; 

1. Melaksanakan penyusun an usu lan kebutu han dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana UPTD PPA; 

J. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait; 
k. Melaksanakan evaluasi dan pela poran hasil pelaksanaan tugas UPTD PPA; 

dan 

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Bagia n Kedu a 
Su bbagian Tata U saha 

Pasal l0 

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dim aksud dala m Pasal 6 huruf b 

mempunyal tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, 

mengoordinasikan, men gendalikan kegiatan ketatau sahaan, pengelolaan 

kepegawaian, penyusunan progra m dan penyusunan akun tansi dan laporan 
keuangan di lingkungan UPTD PPA. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Tata Usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempu nyai rincian tugas meliputi : 
a. Menyusun rencana kerja UPTD PPA; 

b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di 
lingkungan UPTD PPA; 

c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD 
PPA; 

d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD PPA; 
e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan 

UPTD PPA; 
f. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di 

lingkungan UPTD PPA; 
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g. Melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan 
kearsipan; 

h . Melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan 

belanja UPfD PPA; 

1. Melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPfD 

PPA; 
J. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana usulan anggaran 

pendapatan dan belanja UPfD PPA; 
k. Melaksanakan penyia pan bahan rencana usulan kebutuhan dan 

pemelih ara a n sarana dan prasarana UPfD PPA; 

1. Melaksanakan pelaporan h a sil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPfD; 

m . Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPfD 
PPA;dan 

n . Melaksanakan tu gas kedinasan lainnya. 

BAB VI 

TATA KERJA 

Pasal 11 

(1) Kepala UPfD secara teknis operasion al dan administratif berada d i bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala. 

(2) Setia p pegawai di lin gkungan UPfD PPA baik teknis operas ional maupun 
teknis administra tif berada di bawah dan bertanggung jawab k epada Kepala 
UPfD. 

(3) Dalam melaksanakan tu ga s setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana 

dan pejabat fungsion al h arus m enega kkan prinsip-prins ip koordinasi, 
integra si, s in kronisasi dan sim plifikasi ba ik secara vertikal m aupu n horizontal. 

(4) Kepala UPTD h arus m em berika n laporan tentang pelaksanaan tugasnya 
secara tera tur , jela s dan tepat pada waktunya kepada ata san. 

(5) Setiap u n sur pegawa i di lin gkun gan UPfD PPA h arus m engikuti dan 

mematuh i petu njuk dan bertanggung jawa b kepada Kepala UPfD serta 
menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 

(6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPfD, wajib diolah 
dan dipergunakan sebagai bahan u n tuk menyusun la poran lebih lanjut dan 
menyampaikan petunju k kepada bawahan . 

(7) Jenis dan tata cara penyampaian la poran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), ayat (5) dan ayat (6) sesuai keten tu an peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasa112 

(1) Pada UPfD PPA dapat ditetapkan jabatan fungsional terten tu sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 
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BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 13 

Pembiayaan UPTD PPA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak 
mengikat yang diusulkan melalui Dinas. 

BABIX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal14 

Pada saat m ulai berlakunya Peratu ran Bupa t i in i, peja bat yang a d a tetap 
mendu d uki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai d engan 
ditetapkannya pejabat ya ng baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bu pati Tasikmalaya 
Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pembentu kan, Susunan Organisasi, Tu gas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindunga n Perempuan 
dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdaya an Masarakat dan Desa, Pem berdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak dicabu t dan dinyatakan tidak berlaku . 

Pasal 16 

Peraturan Bupati in i mulai berlaku pada ta nggal diu n dangkan. 

Agar setiap ora n g mengetahu inya , memerin tahkan peng ndangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tas ikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 

pada tanggal4 Oktober 2021 

IS DAERAH 
ASIKMALAYA, 

_--P'~~I£ • .LJ~ ZEN 

Diteta pkan di Singapama 
pada tangga l 4 Oktober 2021 

BErRI:f~~AERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 79 
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PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
79 TAHUN 2021 
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS 
SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA 
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK. 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 
PADA DINAS SO SIAL, PENGENDALIAN PENDU DUK, KELUARGA BERENCANA, 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
KABUPATEN TASlKAMALAYA 

KEPALA UPTD 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 


